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I. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan 

nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku 

hidup berbangsa dan bernegara

II. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola 

pemerintahan di daerah

III. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah

IV. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa

V. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan 

terpercaya

VI. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan 

pemerintahan dalam negeri

1. Terpeliharanya persatuan 

dan kesatuan bangsa

2. Terpeliharanya stabilitas 

politik dalam negeri dalam 

rangka mewujudkan demokrasi 

yang berkualitas 

5. Menguatnya peran 

Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah dalam 

pelaksanaan koordinasi 

pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah 

di daerah

4. Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

publik dalam 

penyelenggaraan 

pembangunan daerah 

3. Meningkatnya kualitas 

pelaksanaan otonomi daerah 

untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah 

6. Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan daerah yang 

partisipatif, transparan. efektif, 

efisien, akuntabel dan kompetitif

7. Meningkatkan kualitas dan 

akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintah desa dalam pelayanan 

masyarakat

8. Meningkatnya kualitas database 

kependudukan nasional sebagai 

dasar penerbitan dokumen 

kependudukan

9. Meningkatnya kapasitas dan 

profesionalisme aparatur 

pemerintahan dalam negeri

12. Meningkatkan kinerja 

dalam mendukung 

Reformasi Birokrasi 

11. Meningkatnya 

pendayagunaan database 

kependudukan nasional bagi 

pelayanan publik dan 

kepentingan pembangunan 

nasional 

10. Meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan 

keuangan Kementerian 

Dalam Negeri
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Terpeliharanya

persatuan dan 

kesatuan

bangsa

Terpeliharanya

stabilitas politik dalam

negeri dalam rangka

mewujudkan

demokrasi yang 

berkualitas

Meningkatnya kualitas

pelaksanaan otonomi

daerah untuk mencapai

kesejahteraan

masyarakat dan 

mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah

1.Tingkat kualitas tata kelola Pemerintahan

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2.Persentase kinerja (maksimal) 

pemerintahan pada daerah otonom baru.

3.Jumlah Perda bermasalah.

4.Penataan kelembagaan dan 

Kepegawaian perangkat Daerah sesuai PP 

18 Tahun 2016.

5.Persetase kepala daerah dan wakil 

kepala daerah, serta pimpinan dan anggota

DPRD memiliki kapasitas manajemen dan 

kepemimpinan daerah.

1.Jumlah peristiwa gangguan

keamanan dalam negeri berlatar

belakang ideologi radikal, isu

separatisme, sumber daya

ekonomi (sengketa lahan dan 

sumber daya alam).

2.Jumlah konflk berlatar

belakang isu SARA

1.Terpeliharanya stabilitas

politik dalam negeri dalam

rangka mewujudkan

demokrasi yang berkualitas.

2.Persentase peristiwa

konflik belatar belakang

pemilu dan pilkada; 

1.Persentase penerapan SPM di 

Daerah (Prov/Kab/Kota).

2.Persentase daerah yang 

memenuhi pelayanan dasar.

3.Jumlah daerah yang memiliki PTSP 

yang prima.

4.Penyediaan layanan dasar bidang

ketentraman dan ketertiban umum

sesuai SPM.

5.Penyediaan layanan dasar bidang

penanggulangan bencana dan 

bahaya kebakaran sesuai SPM.

6.Persentase Pemerintah Daerah 

yang menerapkan inovasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan, 

pemberdayaan masyarakat dan 

pelayanan publik.

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

dalam

penyelenggaraan

pembangunan daerah

Menguatnya peran Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah

dalam pelaksanaan

koordinasi pembinaan dan 

pengawasan

penyelenggaraan pemerintah

di daerah

Persentase kinerja peran

Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan

daerah yang partisipatif, 

transparan. efektif, 

efisien, akuntabel dan 

kompetitif

1.Persetase daerah yang belanja

APBD nya berorientasi pada 

pelayanan masyarakat yang 

diwujudkan dalam pembangunan

infrastruktur dan perumahan.

2.Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang 

menetapkan Perda tentang APBD 

Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu.

3.Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang 

menetapkan Perda

Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang disahkan secara tepat

waktu.

4.Jumlah pemda yang menerapkan

akuntasi berbasis akrual.

Meningkatkan kualitas

dan akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintah desa dalam

pelayanan masyarakat

1.Jumlah desa dengan tata kelola

pemerintahan desa yang baik.

2.Jumlah desa dengan tatakelola

keuangan dan aset yang efektif, 

transparan dan akuntabel

Meningkatnya kualitas

database kependudukan

nasional sebagai dasar

penerbitan dokumen

kependudukan

1.Peningkatan kualitas

pelayanan kependudukan dan 

pencatatan sipil dengan

database kependudukan

nasional yang akurat.

2.Persentase anak yang 

memiliki akta kelahiran

Meningkatnya pendayagunaan

database kependudukan nasional

bagi pelayanan publik dan 

kepentingan pembangunan nasional

1.Peningkatan pemanfaatan

NIK, Database Kependudukan

dan KTP-el oleh lembaga

pengguna pusat.

2.Penyediaan DP4 untuk

mendukung penyelenggaraan

Pemilu/Pemilukada seretak.

Meningkatnya kapasitas

dan profesionalisme

aparatur pemerintahan

dalam negeri

1.Persentase lulusan IPDN dengan

nilai baik yang siap menjadi kader

pelopor revolusi mental.

2.Persentase tingkat kepuasan

stakeholders terhadap Etos Kerja

Alumni.

3.Peningkatan kompetensi aparatur

Kemendagri dan Pemda melalui

pengembangan kapasitas SDM

Meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan

keuangan Kementerian 

Dalam Negeri

1.Opini BPK atas Laporan

Keuangan Kemendagri.

2.Nilai penegakan integritas

bebas korupsi Kemendagri

dan Pemerintah Daerah.

Meningkatkan

kinerja dalam

mendukung

Reformasi Birokrasi

1

2
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Meningkatnya konsolidasi dan

koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan 

publik dan kerja sama daerah, serta penataan 

wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus

dan kawasan perkotaan), dan

batas antar negara

Meningkatnya standardisasi dan kualitas 

implementasi teknis kebijakan Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Satuan Perlindungan 

Masyarakat serta pencegahan dan 

penganggulangan bencana dan bahaya 

kebakaranS
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Peningkatan kapasitas aparat dan 

kelembagaan dalam upaya pencegahan

penanggulangan bencana dan bahaya 

kebakaran

Peningkatan penyelenggaraan hubungan 

pusat  dan daerah melalui peningkatan peran 

gubernur sebagai wakil pemerintah, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 

kerjasama daerah, pelayanan publik, dan 

pembinaan kecamatan

Peningkatan pembinaan kawasan khusus, 

pertanahan, perkotaan dan batas negara serta 

pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan

Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan 

kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Satuan Perlindungan Masyarakat dalam 

menciptakan ketenteraman, ketertiban dan

perlindungan masyarakat Peningkatan penataan 

administrasi wilayah, penegasan 

batas daerah, dan toponimi

Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan 

administratif yang berkualitas di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan
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Meningkatnya konsolidasi dan

koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur 

sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan 

pelayanan publik dan kerja sama daerah, serta 

penataan wilayah administrasi dan Kawasan 

(kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan 

batas antar negara

Meningkatnya standardisasi dan 

kualitas implementasi teknis kebijakan 

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Satuan Perlindungan Masyarakat serta 

pencegahan dan penganggulangan 

bencana dan bahaya kebakaran

S
A

S
A

R
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M

S
A

S
A

R
A

N
 

K
E

G
IA

T
A

N

Peningkatan kapasitas aparat dan 

kelembagaan dalam upaya pencegahan 

penanggulangan bencana dan bahaya 

kebakaran

Peningkatan penyelenggaraan hubungan pusat  

dan daerah melalui peningkatan peran gubernur 

sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, 

dan pembinaan kecamatan

Peningkatan pembinaan kawasan 

khusus, pertanahan, perkotaan dan 

batas negara serta pulau-pulau kecil 

terluar yang dikembangkan

Peningkatan pembinaan kapasitas aparat 

dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat 

dalam menciptakan ketenteraman, 

ketertiban dan perlindungan masyarakat

Peningkatan penataan administrasi 

wilayah, penegasan batas daerah, 

dan toponimi

Peningkatan dukungan pelayanan teknis 

dan administratif yang berkualitas di 

lingkungan Direktorat Jenderal Bina 

Administrasi Kewilayahan

Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah

Menguatnya peran gubernur sebagai 

wakil pemerintah dalam pelaksanaan 

koordinasi pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah

S
A

S
A

R
A

N
 

S
T

R
A

T
E

G
IS

Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah
Menguatnya peran gubernur sebagai 

wakil pemerintah dalam pelaksanaan 

koordinasi pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah
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2015 2019

Jumlah daerah yang memiliki 

PTSP yang prima

34 provinsi 34 provinsi dan 

204 kab/kota

ADWIL

Penyediaan layanan dasar bidang 

ketenteraman dan ketertiban umum 

sesuai SPM

20% 60% ADWIL

Penyediaan layanan dasar bidang 

penanggulangan bencana dan 

bahaya kebakaran sesuai SPM

10% 50% ADWIL

Menguatnya peran gubernur sebagai 

wakil pemerintah dalam pelaksanaan 

koordinasi pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah

Persentase kinerja peran gubernur 

sebagai wakil pemerintah

50% berkinerja 

baik

70 % berkinerja 

baik

ADWIL

Target
Sasaran StrategisTujuan Indikator

Unit 

Pelaksana

Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah

Peningkatan kualitas 

penyelenggaraan urusan dan tata 

kelola pemerintahan di daerah
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Meningkatnya konsolidasi dan

koordinasi kebijakan penguatan peran 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, 

peningkatan pelayanan publik dan kerja 

sama daerah, serta penataan wilayah 

administrasi dan kawasan (kawasan khusus

dan kawasan perkotaan), dan

batas antar negara

No. Indikator Kinerja Program

1.1. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah 

dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan	 pemerintahan daerah	

1.2. Penerapan pelayanan publik di daerah

1.3. Tertibnya penataan wilayah administrasi daerah	

1.4. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 

3 (tiga negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat

Meningkatnya standardisasi kualitas 

implementasi teknis kebijakan bidang pol pp 

linmas serta  pencegahan dan 

penganggulangan bencana dan bahaya 

kebakaran

No. Indikator Kinerja Program

2.1. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban 

umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)					

2.2. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana 

dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan 

Minimal)					
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Adopsi Langsung Lingkup Dipersempit Komponen Pembentuk Susun Baru
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